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RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji mekanisme pembentukan peraturan daerah dalam kaitannya
dengan integrasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dan partisipasi publik.
Penekanan utama ditujukan pada sejauh mana instrumen hukum seperti Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM, telah diterapkan secara substantif
dalam pembentukan produk hukum di daerah. Penelitian ini juga menyoroti
rendahnya kualitas regulasi daerah yang tidak responsif terhadap kebutuhan
masyarakat serta masih maraknya peraturan diskriminatif, yang menunjukkan
lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan, serta keterlibatan publik yang
cenderung simbolik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan

perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri

dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan), bahan hukum
sekunder (buku, jurnal, laporan kelembagaan), dan bahan hukum tersier (kamus
hukum).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan pembentukan peraturan

daerah, mulai dari perencanaan hingga pengundangan, masih minim mengadopsi

prinsip partisipasi dan HAM secara substantif. Permasalahan utama terletak pada

belum adanya norma positif yang secara eksplisit mewajibkan pengintegrasian



HAM serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu,
proses harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM belum
menjadi tahapan wajib dan tidak memiliki kekuatan mengikat dalam tahapan
pembentukan perda.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem digital partisipatif, pengaturan
pembagian kewenangan pembinaan dan pengawasan antara Kemenkum,
Kemenham dan Kemendagri, serta revisi pedoman pembentukan produk hukum
daerah agar tahapan harmonisasi dan integrasi nilai HAM bersifat wajib dan

mengikat secara hukum.
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ABSTRAK

Kata kunci: Harmonization, Local Regulation, Human Rights, Public
Participation, RANHAM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengintegrasian
nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan peraturan daerah
di Indonesia, khususnya melalui peran harmonisasi Kementerian Hukum dan
Kementerian Hak Asasi Manusia serta implementasi Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia (RANHAM). Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap
pembinaan dan pengawasan regulatif oleh pemerintah pusat serta partisipasi
masyarakat dalam proses legislasi daerah. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perun-dang-undangan dan
konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menun-jukkan bahwa
meskipun terdapat berbagai dasar hukum yang menjamin partisipasi pub-lik dan
pengarusutamaan HAM, dalam praktiknya masih ditemukan kekaburan norma dan
lemahnya koordinasi antar-instansi. Harmonisasi yang dilakukan oleh Kemen-
kumham belum menjadi tahapan yang mengikat dalam proses legislasi daerah,
sementara implementasi RANHAM di daerah mengalami kendala akibat
keterbatasan anggaran, kapasitas kelembagaan, serta minimnya pengawasan yang
substansial. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan perlunya penguatan
regulasi dan sinergi kelembagaan untuk menjamin integrasi nilai HAM dalam

seluruh proses pembentukan peraturan daerah agar responsif, partisipatif, dan adil.
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ABTRACT

Keywords; Harmonisasi, Peraturan Daerah, Hak Asasi Manusia, Partisipasi
Publik, RANHAM.

This study aims to examine the effectiveness of integrating human rights values in
the for-mulation of local regulations in Indonesia, particularly through the
harmonization role of the Ministry of Law and Human Rights and the
implementation of the National Action Plan on Human Rights (RANHAM). The
scope includes regulatory supervision by the cen-tral government and public
participation in local legislative processes. The research em-ploys a normative
Jjuridical method with statutory and conceptual approaches, analyzed qualitatively.
The findings reveal that despite legal guarantees for public participation and
mainstreaming of human rights, there remain normative ambiguities and weak
institu-tional coordination. The harmonization process conducted by the Ministry
of Law and Human Rights is not binding in local legislative procedures, while the
implementation of RANHAM at the local level faces significant challenges due to
limited funding, institu-tional capacity, and lack of substantive monitoring. The
study concludes that there is an urgent need to strengthen legal frameworks and
institutional synergy to ensure that hu-man rights values are integrated throughout
the legislative process, resulting in respon-sive, participatory, and equitable local

regulations.
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